
B PATI BANYUASIN 
PRO INSI SUMATERA SELATAN 

RATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR '1{, TAHUN 2021 

TENTANG 

ANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT 
DI KABUPATEN BANYUASIN 

DENG RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 

1 , Menimbang : a . bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah 

· Kabup ten Banyuasin terhadap be ban masyarakat yang 

tertim a musibah kematian, perlu memberikan Santunan 

Kema an kepada ahli warisnya; 

b . bahwa untuk menciptakan efektivitas dan kepastian hukum 

dalam] elaksanakan program Pemberian Santunan Kematian 

Bagi asyarakat Di Kabupaten Banyuasin serta dengan 

berl nya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 ntang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi 

at di Kabupaten Banyuasin; 

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi 

Ma akat di Kabupaten Banyuasin. 

Mengingat g-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan 

f Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, 

an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); 

2 . Und g-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Neg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomo 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomo 4286); 

3 . Und g-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jamin Sosial Nasional (Lcmbaran Negara Republik 

Indon sia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
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4. Und -Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

4967); 

5. Und -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakh r dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Repub · Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lemb an Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peratu an Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengel laan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indon sia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negar Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. an Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negar Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Perat an Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 

Angg an 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin 

Tah 2020 Nomor 10); 

an Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Ban sin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banlsin Tahun 2020 Nomor 274). 

L MEMUTUSKAN : 

: PERATU BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN 

KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUASIN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam P~raturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. KabuAaten adalah Kabupaten Banyuasin. 

2 . Bupa adalah Bupati Banyuasin. 
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tah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

an Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disin at APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daer Kabupaten Banyuasin. 

5 . uk Kabupaten Banyuasin yang selanjutnya disebut 

uk adalah Warga Masyarakat yang berdomisili di 

ten Banyuasin. 

6 . Sannu;1an Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang 

yang iberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban 

keluar a yang ditinggalkan. 

7. Ahli w ·s adalah orang tua, suami, istri, anak dan keluarga 

sekan ung. 

8. Maks d dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah pedoman 

pemb ian dana bantuan sosial berupa santunan kematian 

bagi II1asyarakat di Kabupaten. 

9. Peratulran Bupati ini bertujuan memotivasi masyarakat 

untuk melaporkan setiap peristiwa kematian, meningkatkan 

cakupa n akta kematian, meningkatkan akurasi dan validasi 

data penduduk di Kabupaten. 

BAB II 

DANA SANTUNAN KEMATIAN 

Pasal 2 
I 

(1) Dengap Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten 

membt rikan dana santunan kematian bagi Masyarakat 

sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang. 

(2) Dana + Santunan sebagaimana dirnaksud 

bersu ber dari Anggaran Pendapatan dan 

Kabupaten Banyuasin. 

BAB III 

pada ayat (1) 

Belanja Daerah 

PENA~GGUNG JAW AB DAN PELAKSANA TEKNIS 

PROG&}M BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN 

I Pasal 3 

(1) Penanggung jawab Pelaksanaan Program Bantuan Sosial 

Santunan Kematian adalah Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencat tan Sipil Kabupaten Banyuasin. 

(2) Pelak a Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial 

Bidang Pelayanan Pencatatan 
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Pasal 4 

dan 

g jawab Program Bantuan Sosial Santunan 

se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas 

ggung jawab : 

a. melr ksanakan sosialisasi atas kebijakan program 

ban,tuan sosial santunan kematian; 

b . meljaksanakan pembinaan, monitoring dan eva luasi 

terhadap program bantuan sosial santunan kematian; 

c . melpkukan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas 

permohonan pencairan dana; 

d . mel,aksanakan fasilitasi penyelesaian masalah; 
I 

e. memgajukan permohonan pencairan dana; 

f. meliakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang 

berhak menerima bantuan sosial santunan kematian 

ses-pai pengajuan 

peri yaratannya; 

yang benar dan lengkap 

g. mef berikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pelaksr na Teknis Program Bantuan Sosial Santunan 

Kema~an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas 

dan 1rtanggungjawab : 

a. sosialisasi atas kebijakan program 

ba tuan sosial santunan kematian; 

b. me akukan verifi.kasi kelengkapan persyaratan berkas 

ohonan santunan kematian; 

c. gajukan permohonan pencairan dana; 

d . menerbitkan Akta Kematian dengan kelengkapan 

per aratan yang telah ditetapkan; 

e. me penyaluran dana kepada masyarakat yang 

ak meneri.ma bantuan sosial santunan kematian 

ses ai pengajuan yang benar dan lengkap persyaratan. 

PERSY 

kemati 

BAB IV 

TAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA 

NTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN 

Pasal 5 

untuk memperoleh bantuan sosial santunan 

ahli waris wajib memiliki: 

a . Surat eterangan kematian dari kepala desa/ lurah setempat; 

b . Akta K matian; 
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c. Foto cqpy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Banyuasin dan 

Kartu keluarga Banyuasin dari pemohon/ ahli waris, yang 

d. Asli Tanda Penduduk Banyuasin yang meninggal/Surat 
diketS:ui oleh Ca.mat; 

Keter gan Domisili; 

e. Bagi wfga yang meninggal belum cukup umur melampirkan 

Foto~py Akte Kelahiran atau surat keterangan kelahiran 

dari bi an/ surat keterangan kelahiran dari desa/kelurahan 

(Trip· t) dan foto copy surat nikah orang tua. 

J Pasal6 

·- Masyar a t yang berhak menerima santunan kematian adalah 
'J.f', 
- I masyaralmt yang bukan berasal dari ASN, TNI, POLRI dan 

Pegawai wasta yang sudah mempunyai Santunan Kematian 
I 

melalui A uransi. 

(1) Me 

Pasal 7 

isme pencairan dana bantuan sosial santunan 

an adalah sebagai berikut: 

a. ala Desa/Kelurahan berdasarkan permintaan ahli 

waris membuat surat permohonan bantuan sosial 

satjtunan kematian kepada Bupati Banyuasin c.q Kepala 

Di9as Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

B yuasin, yang diketahui oleh Ca.mat, dilarnpiri 

per yaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; 

b. S at permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

div rifikasi oleh Ca.mat selanjutnya dikirim ke Dinas 

Ke endudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Brup-yuasin setelah ditanda tangani oleh Ca.mat; 

c. Dirias Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bai\iyuasin melakukan verifikasi ulang dan selanjutnya 

diajukan proses pencairan dana bantuan sosial santunan 

ketjiatian ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kalj>upaten Banyuasin setiap bulan; 
I 

d. Dinas Kependudukan dan Penca tatan Sipil Kabupaten 

Bamyuasin menyerahkan dana bantuan sosial santunan 

kematian masyarakat kepada ahli waris. 

(2) Ahli waris tidak dapat menguasakan kepada seseorang 

untuk mengajukan permohonan bantuan santunan 

kema an. 
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Pasal 8 

(1) Bantu n santunan kematian dibebankan pada Anggaran 

Penda atan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

(2) Khus s pengajuan permohonan santunan kematian pada 

bulan Desember 2021 apabila bantuan santunan kematian 

tidak apat dibayarkan, maka akan dibayarkan pada tahun 

BABV 

KEDALUWARSA 

Pasal 9 

Pengaju 

kepada 

Pencata 

permohonan santunan kematian oleh Ahli Waris 

upati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan 

Sipil Kabupaten Banyuasin paling lambat 2 (dua) 

itung sejak tanggal kematian. _ 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturanj Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar s~tiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundahgan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Bertita Daerah Kabupaten Banyuasin. 

It BUP 

';,1 
~ H ASK 

Diundani kan di Pan~kalan B~i 

pada tan~al ] Mtl 20 1 

SEKRETt\RIS DAERAH, 

KABUPAt EN BANYUASIN,J 

H.M. SEJiEN HAR 

di Pangkalan Balai 

, t Mt:1' 2021 

UASIN, (, 
\ 

BERITA Jj)AERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHON 2021 

NOMOR I 


